
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 154 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLlN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Me . bang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI TA IKMALAYA, 

a . babwa penjatuhan hukuman disip1in bagi P gawai 
Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisabkan 
dari pembinaan Pegawai Negeri Si il untuk me egakan 
nilai-nilai kepatu han , loyalitas, dedikasi, dan ea ilan 
dalam u paya m en ciptakan pegawai yang profesional, 
akuntab 1, sinergi, transparan, dan inovatif, ingga 
terwujud produ 'vitas dan kinerja pegawai negeri sipil 
yang ggi; 

b . babwa untu k menjamin pe1ak anaan pe ja tuhan 
hukuman disi lin dilakukan secara tepat g n a dan 
berhas ' guna, iper ukan pe om e jatuhan 
hu man disiplin bagi pegawai n egeri sipil di 
lingkungan Pemerintah Daerab Kabu paten 
Tasikmalaya; 

c. babwa berda sar an pertim angan ebagaimana 
dimaksu d dalam h ruf a dan h rufb, p rlu en etapkan 
Peraturan Bu a ' entang Ta ta Cara Penjatuhan 
Hu kuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan P merintah Daerab Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang 
Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tabun 1950) sebagaimana telab diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerab-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1968 
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Nomor 31, Tambahan· Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun20 14 tentarig Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran, Negara' Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,' Tambahan 
Lembaran Negara Nomor5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 ,tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022· 
Nomor 4, Tambahan., Lembaran Negara Republik , 
Indonesia Nomor 6757); , 

4. Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri ,I Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diub~ 'dengan Peraturan ' 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2020 
tentang' Perubahan Atas Peraturan' Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran ,Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran '. Negara 
Republik,Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan PemerintahNomor ·94 Tahun '2021 tentang 
DisiplinPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021, Nomor" 202, Tambahan 
Lembaran Negara RepublikIridonesia Nomor 6718); 

6. Peraturan. Badan Kepegawaian Negara", Nomor.6 
, Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Repitblik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 384); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang TataCara Pembentukan Produk 
Hulrum Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); , 

8. Peraturan Daerah Kabupateri Tasikrnalaya Nomor 3 
Tahun 2016" tentangUrusanPemerintahan yang 
Menjadi, ,Kewenangan 'Pemerintahan Kabupaten 
Tasikmalaya' ',(Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya T3hun 2016 Nomor 3); 

" 11< " , 
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MEMUTUSKAN: 

TATA . CARA PENJATUHAN HUKUMAN· DISIPLIN BAGI· 
PEGAWAI DI LINGKUNGAN,.,· PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN'TASIKMALAYA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: , 
1., Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai· unsur penyelenggara . 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. ... . . 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantuBupati dan DewanPerwakilan 
·Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan '. urusan. pemerintahan., yang 
menjadi kewenangan Daerah. , ' 

5. AparaturSipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah profesibagi 
pegawai negeri sipil danpegawai pemerintahdenganpeIjanjian keIja 'yang 
bekerja pada instansi pemerintah. . ' ' 

6. PegawaiNegeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang. memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagru . Pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh· Pejabat Pembina Kepegawaian ., 
untuk menduduki jabatan pemerintahan. ' , 

7. Pejabat Pembina Kepegawaianadalah . pejabatyang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, ~an ,pemberhentian 
Pegawai Aparatur Sipil Negaradan pembinaan .Manajemen Aparatur Sipil 
Negara di instansi pemerintahsesuai dengan ketentUan ,peraturan 
perundang-undangan. . 

8. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejab~t yang diberi wewenang '. 
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNSyang melakukan pelanggaran 
disiplin~ . 

9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang mendudukiJabatan 
Pimpinan Tinggi. 

10. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yangbertanggung jawab ',. 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan .. , puhlik serta 

. administrasi pemerintahan danpembangunan. 
11. Pejabat, Pengawas adalah Pegawai ASN yang. ber1:at1ggung jawab '. 

mengendatikan . pelaksanaan kegiatan yang •. dilakukan . oleh pejabat 
pelaksana. 

12. Pejabat Fungsioruil. adalah. PegawaiASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada instansi pemerintah... . 

13. Masuk KeIja adalah keadaan melaksanakan tugasbaik di dalam'maupun 
di luar kantor. . 
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14. Pungutan di' luar ketentuan adalah pengenaan biaya yang tid8.k 
seharusnya dikenakan atau penyalahgunaanwewenang, untuk 
mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi 
atau pihak lain baik dilakukan,secara sendiri-sendiri,atau bersamasama. 

15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS 
yang tidak menaati kewajiban danj atau melanggar larangan ketentuan 
Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam keIja. 

,'16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabatyang 
Berwenang MenghUkum kepada PNS karena melanggar peraturan. Disiplin 
PNS. 

17. Tim Pemeriksa adalah tim yang bersifatad hoc dibentuk 'oleh'pejabat yang 
berwenang membentuk Thn Pemeriksa dengan surat perintah untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang didugamelakukan 
pelanggaran disiplin dengan ancaman' Hukuman Disiplin tingkat sedang" 
danjatau berat. , 

18. Secar~tertutup adalah pemeriksaan hanyadihadiri olehPNS yang diduga 
melakukan Pelanggaran Disiplin dan pemeriksa. 

19. Badan,Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin selarijutnya disebut 
BPPHD adalah lembaga non struktural yang berkedtidukari langsung di 
bawah dan bertanggung jawab' kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
dalarn: pemberian rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin PNS. 

20. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang 
tidakpuas terhadap Hukuman Disiplin yang dij'atuhkari kepadanya. 

21. Unit KeIja adalah satuankeIja atasan langsung sebagai tempat PNS yang 
bersangkutan melaksanakan tugas' dalam organisasi. ' , 

22. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, 
martabat, citra, kepercayaan, nama baik danj atau mengganggu 
kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kelja, instansi, danJ atau . 
pemerintahj negara. ' 

BABII 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal2 

(1) PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. 

(2) 'Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) berlaku baik di dalam 
maupun di luar jam keIja . 

(1) ,PNS wajib: 

.. BagianKedua 
Kewajiban 

Pasal3 

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun '1945, Negara Kesatuan Republik 

, Indonesia, dan Pemerintah; 
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b. menjagapersatuan dan kesatuan bangsa; . 
c. melaksanakan kebijakanyang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang 

berwenang; 
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,· kejujurari, 

kesadaran, dan tanggung jawab; .. . 

f. menunjukkan· integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 
ucapan, dantindakan kepada setiap orang, baik di dalammaupun di 
luar kedinasan; 

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un.dangan;dan 

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik 
Indonesia. 

(2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l),PNS 
. wajib: . . 

a. menghadiri dan mengucapkan sumpahfjanji PNS; 
b. menghadiri dan· mengucapkan sumpahl janji jabatan; 
c. mengutamakan kepentingan· negara daripada kepentingan pribadi, 

seseorang, dan I atau golongan; 
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila menget8.hui ada 

hal yang dapat membahayakan keamanan negaraatau merugikan 
: keuangan negara; .. 

e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; . 

f. Masuk Kerja dan menaatiketentuanjam keIja; . 
g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik­

baiknya; 
h. memberlkan kesempatan kepada bawaharl untuk mengembangkan 

kompetensi; dan . . 

i. menolak segala bentuk pemberian yang· berkaitan dengan tugas dan 
fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

PNS dilarang: 

Bagian Ketiga 
Larangan 

Pasru 4 

a. menyalahgunakan '\Vewenang; 
b. menjadi perantara untuk mendapatkan· keuntungan . pribadi dan I atau 

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga .. 
terjadi konflik. kepentingan denganjabatan; 

c. menjadi pegawaiatau bekeIja untuk negara lain; 
d~ bekeIja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa 

ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; . 
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan. asing, . atau lembaga swadaya 

masyarakat asing kecuali ditugaskan pleh. Pejabat Pembina Kepegawaian; 
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f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau 
suratberharga milik negara secara tidak sah; 

g. me1akukan pungutan di luar ketentuan; 
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara; 

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; 

J. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
k. menerima hadiah yang berhubungan denganjabatan danjata.u pekerjaan; 

,I 

1. meminta sesuatu yang berhubungan denganjabatan; 
m. meIakukan, tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat 

.' mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan 
n. memberikan dukungankepada calon Presiden/Waldl Presiden, calon 

Kepala DaerahjWakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, calon anggota Dewari PerWakilan Daerah, atau ca10n anggota 
Dew.an Perwakilan RakyatDaerah dengancara: 
1. ikut kampanye; 
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau 

atribut PNS; 

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 
4. sebagaipeserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 

5. membuat keputusan dan/ atau tindakan yangmenguntungkan atau 
merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah 
,masa kampanye; 

6. ,mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap , 
pasangan calon yang menjadi peserta pe:m.i1u sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, aj akan , himbauan, 
seruan, atau pemberianbarangkepada PNS dalam lingkungari unit 
ketjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau. 

7. memberikan surat'dukungan disertai fotokopi Kartu TandaPenduduk 
atau, Surat Keterangan Tanda Penduduk. 

BABIII 
HUKUMAN DISIPLIN , 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal5 

(1) PNS yangtidak menaati ketentuan sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 3 
dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin. "', , 

(2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PNS yang berupa, ucapan, ,tulisan, atau 
perbuatan'PNS baik dilakukan di dalam maupun di luar jam ketja dijatuhi 
,Hulruman Disiplin. 
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'Bagian Kedua 
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal6 

(1)' Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 
a. hukuman disiplin ringan; 
b. hukuman disiplin sedang;atau 
c. hukuman, disiplin berat. 

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis;' atau 
c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada. ayat ,(I) 
huruf b terdiri atas: 
a. pemotongan tunjangan kineIja sebesar 25% (dua pl.lluh lima persen) 

selama 6 (enam) bulan; 
b. pemotongan tunjangan kineIja sebesar 25% (dua puluh lima persen) , 

selama 9 (sembilan) bulan; atau 
c. pemotongan tunjangan kineIja sebesar 25% (dua puluhlima persen) . 

selama 12 (duabelas) bulan. . . . 

(4) Jenis Hukuman D{siplin berat sebagaimana dimaksud' padaayat (1) 
huruf c terdiri atas: 
a. penurunanjabatan setingkat lebih rendah seIama 12 (dua belas) bulan; 
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan . peia:ksana selama 12 

(dua belas) bulan; dan 
c. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan :sendiri sebagai 

PNS. 

Paragfaf2 '. 
Hukuman Disiplin Ringan 

Pasal7 

(1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada. PNS yang: 
a. melanggar kewajiban yang memilikiDampakNegatif pada Unit KeIja 

yang berupa: 
1. • melaksanakan kebijakari yang ditetapkan oleh pejabaf pemerintah 

yang berwenang; 
. 2. . menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. melaksanakan tugas. kedinasandengan' penuh 
. kejujuran~ kesadaran, dan' tanggung jawab; 

, .: ": 

pengabdian, 

4. menunjukkan integritas dan' keteladanan dalruri silmp, perilaku, 
ucapan,dan tindakankepada s~tiap orang, baik di dwam maupun 
. di luar kedinasan; . ' 
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5. menyimpan rahasia jabatan danhanya dapat mengemukakan 
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; dan 

6. bersedia ditempatkan di seluruh WilayB.h NegaraKesatuan Republik 
Indonesia; 

b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak NegatifpadaUnit 
KeIja: ' 

1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, 
seseorang, dan/ atau golongan; . ,.' , 

2. menggunakan dan memelihara barang-barang rnilik negara dengan 
sebaik-baiknya; dan 

3.,memberikan kesempatan kepac!a bawahan untuk merigembangkan 
. kompetensi. . ' .,' 

c. tidak memenuhi ketentuan Masuk KeIja dan menaatijatn keIja, yang 
berdampak pada Unit KeIja, denganketenttiansebagai berikUt: 
1. PNS yang tidak Masuk KeIja tanp~ alasan yang sah selama 3 (tiga) 

hari keIja dalam 1 (satu) tahunbeIjalan dijatuhi Hukuman Disiplin 
berupa teguran lisan; 

2.PNS yang tidak Masuk KeIja tanpa alasan yang sah' selama 4 
(empat) sampai dengan 6 (enam) hari keIja dalam' I' (satu) tahun 
beIjalan dijatuhi HukUman Disiplin be~pa tegtiran tertulis; dan 

'3. PNS yang tidak Masuk Kerjatanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) 
sampai dengan 10 (sepuluh) hari '. keIja dalam, 1 (satu) ·tahun 
beIjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas . 
secara tertulis. ' 

(2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang melanggarJarangan 
yang memiliki Dampak Negatif pada Unit KeIja yang berupa: 
a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan" menyewakan, atau 

, meminjamkan barang baik bergerak atautidak bergerak, dokumen, 
atau surat berharga milik negara secara tidak. sah; " 

b. melakukan kegiatan yang merugikan negro-a; 
c. ' bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan 
d. menghalangi beIjalannya tugaskedinasan. " 

Paragraf3 
Hukuman Disiplin Sedang 

Pasal8 

(I) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNSyarig: 
a. melanggar kewajiban menjaga persatuandankesattian bangsayang 

memiliki Dampak Negatif pada Unit KeIja dan/ atau instansi PNS yang 
bersangkutan; " . .,' 

b. melanggar kewajibanyang memiliki D~pak Negatifpada instansi PNS 
yang bersangkutan yang berup~: ' 
1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemeriritah 

yang berwenang; 
2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;' 
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3 .. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung 
jawab; 

4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun 
di luar kedinasan; 

5. menyimpan rahasia· jabatan dan hanya dapat mengemukakan 
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; dan 

6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

c. tidak memenuhi ketentuan: 
1. menghadiri dan mengucapkan sumpahfjanji PNS tanpa alasan 

yang sah; 
2. menghadiri dan mengucapkan sumpahfjanji jabatan tanpa alasan 

yang sah; dan 
3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi 

pejabat administrator dan pejabat fungsional; 
d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada 

instansi yang bersangkutan: 
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, 

seseorang, danl atau golongan; 
2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 

ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau 
merugikan keuangan negara; 

3. menggunakan dan memellhara barang-barang milik negara dengan 
sebaik-baiknya; dan 

4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 
kompetensi; 

e. tidak memenuhi ketentuan Masuk KeIja dan menaati ketentuan jam 
keIja dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. PNS yang tidak Masuk KeIja tanpa alasan yang sah selama 11 

(sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari keIja dalam 1 (satu) 
. tahun beIjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan 
tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama. 6 
(enam) bulan; 

2. PNS yang tidak Masuk KeIja tanpa alasan yang sah selama 14 
. (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari keIja dalam 1 
(satu) tahun beIjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa 
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) sela.ma 9 (sembilan) bulan; dan 

3. PNS yang tidak Masuk KeIja tanpa alasan yang sah selama 17 
(tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari keIja dalam 1 
(satu) . tahun beIjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa 
pemotongan tunjangan kineIja sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) selama 12 (dua belas) bulan. 
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. (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar 
. ketentuan larangan: 

. a. yang memiliki Dampak Negatif pada instansi. yang bersangkutan yang 
berupa: 
1. memiliki,. menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkari barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 

2. melakukan kegiatan yang merugikan negara; 

3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; 

4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan 

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 

b.' melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif 
pada Unit Kerja danl atau instansi yang bersangkutan; dan 

c. memberikan dukungan kepada calon Presidenl Wakil Presiden, calon 
kepala daerah/wakilkepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, .calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta 
kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. 

Paragraf4 
Hukuman Disiplin Berat· 

Pasal9 

(1)· Hulruman Disiplin berat dijatuhkan kep~da PNS yang: 

a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan 
Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak 
Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan I atau Negara. 

b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang 
berupa: . 

1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah 
yang berwenang; 

3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh. pengabdian, 
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; 

5. menunjukkan integritas· dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun 
di luar kedinasan; 

6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara,. 
pemerintah, dan martabat PNS; dan 

7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
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c. tidak memenuhi ketentuan1 yang memiliki Dampak Negatlf pada negara 
dan/ atau pemerintah yang berupa: 
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, 

seseorang, dan/ atau golongan; dan 
2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 

ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau 
merugikan keuangan Negara; 

d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya; 

e. tidak memenuhi ketentuan Masuk KeIja dan menaati ketentuan jam 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. PNS yang tidak Masuk KeIja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua 

puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari keIja dalam 
1 (satu) tahun beIjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) 
bulan; 

2. PNS yang tidak Masuk KeIja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua 
puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari keIja dalam 
1 (satu) tahun beIjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa 
pembebasan darijabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 
(dua belas) bulan; 

3. PNS yang tidak Masuk KeIja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua 
puluh delapan) hari keIja atau lebih dalam 1 (satu) tahun beIjalan 
dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan 

4. PNS yang tidak Masuk KeIja tanpa alas an yang sah secara terus 
menerus selama 10 (sepuluh) hari keIja dijatuhi Hukuman Disiplin 
berupa pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai PNS; 

f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan 
yang berupa: 
a. menyalahgunakan wewenang; 

. b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi danj atau 
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga 
teIjadi konflik kepentingan. dengan jabatan; . 

c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain danjatau lembaga 
atau organisasi intemasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian; 

d. bekeIja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 
swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian; 
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e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara danj atau pemerintah yang 
berupa: 
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan 

2. melakukan pungutan di luar ketentuan. 
f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan danl atau 

pekerjaan; 
g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan 
h. memberlkan dukungan kepada calon PresidenjWakil Presiden, calon 

Kepala DaerahjWakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 
1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 
2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 
3. membuat keputusan danjatau tindakan yang menguntungkan 

atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye; 

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, 
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 

. lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 
danjatau 

5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 

Paragraf 5 
Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja 

dan Menaati Ketentuan Jam Kerja 

Pasall0 

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuanjam 
kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu 
mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang 
bersangkutan. 

(2) Penjatuhan HukumanDisiplin ditingkatkan menjadi lebih berat· dari 
Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabilajumlah tidak 
Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah 

ditentukan. 

Pasall1 

(1) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa 
alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja 
sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e angka 4, 

. dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya. 
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(2) Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak 
menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin. 

BABIV 
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM 

Pasal12 

Pejabat yang Berwemmg Menghukum terdiri atas: 
a. Pejabat Pembina Kepegawaian; 
b. P~jabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara; 
c. Pejahat Administrator atau pejabat lain yang setaraj dan 
d.Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara. 

Pasal13 

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi: 
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untukjenis Hukuman 

Disiplin ringan, sedang, dan berat; 
b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman 

Disiplin • ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan danpembebasan darijabatannya 
menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; 

c. . Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman 
Disiplin sedang dan berat; dan 

d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang. Ahli Utama di 
lingkungannya untukjenis Hukuman Disiplin berat. 

Pasal·14 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berwenangmenjatuhkan Hukuman Disiplin 

bagi: 
a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di 

bawahnya; 
b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di 

bawahnya;dan 
c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya . 

. Pasal15 

(1) Pejabat Administrator atau pejabat lain· yang setara sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 12 huruf c berwenang menjatuhkan Hukuman 

Disiplin bagi: 
a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi 

Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan 
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b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS 
yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang AhU Pertama di 
lingkungannya. 

(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit KeIja, Pejabat 
Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan HukUman 
Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya .. 

(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan kepufusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Pasal16 

(1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara sebagaimaria dimaksud 
dalam Pasal12 huruf d berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi: 
a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi 

Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan 
b. ringan dan sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2· (dua) 

tingkat di bawahnya. 
(2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit KeIja tersebut, 

Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan 
Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di 
bawahnya. 

(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Pasal17 

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan 
Pasal16 merupakan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas 
tambahan untuk memimpin satuan Unit KeIja atau Unit Pelaksana Teknis 
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 
a. direktur rumah sakit umum daerah, setara deI1gan· Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama; . 

b. kepala unit pelaksana teknis daerah, setara dengan Pejahat Pengawas; dan 
c. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas. 

Pasal18 

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib, menjatuhkan Hukuman 
Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin. 

(2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan 
Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, 
pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya. 

(3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang 
Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman 
Disiplin yang lebih berat. 

(4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang 
Menghukum dilakukan secara beIjenjang. 
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(5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang 
Menghukum yang tidak' menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.·· 

(6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang 
Menghukum, atasan d¢Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman 
Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin. 

Pasal19 

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang . Berwenang Menghukum, maka 
kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat 
yang lebih tinggi. 

BABV 
PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN 

Bagian Kesatu 
Pemanggilan 

Pasal20 

(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis 
untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. 

(2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran 
Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 
pemeriksaan. 

(3) Format panggilan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(4) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud. pada 
ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat7(tujuh) hari kerja 
sejak tanggal seharusnya yang bersangkutandiperiksa sesuai surat 
panggilan yang pertama. 

(5) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan 
kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan 
Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa 
dilakukan pemeriksaan 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan 

Paragraf 1 
'Umum 

Pasal21 

(1) Dalam menentukan tanggal pemeriks'aan, atasan langsung atau Tim 
Pemeriksa memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan 
dan diterimanya surat panggilan. 
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(2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa 
mempelajari lebih dahulu setiap laporan atau seluruh bahan mengenai 
Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 

(3) Pemeriksaanhanya diketahui dan dihadiri oleh' PNS yang diperiksa dan 
pemeriksa. 

Paragraf2 
Tim Pemeriksa 

Pasal22 

(1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pe1anggaran Disiplin 
yang ancaman hukumannya sedang. 

(2), Tim Pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin 
yang ancaman hukumannya berate 

(3) Kewenangan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh 'Pejabat Pembina Kepegawaian atau 
Pejabat lain yang ditunjuk. 

(4) Format keputusan mengenai pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal23 

(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari unsur 
atasan langsung, un sur pengawasan, dan unsur kepegawaian. 

(2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa dapat 
melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. 

(3) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 
c. paling kurang 1 (satu) orang anggota. ' 

(4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan 
paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa. 

(5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap 
dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran 
Disiplin, atasan langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang 
Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait. 

(6) Tim Pemeriksa bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu 
dugaanPelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai 
dilaksanakan. ' 

Pasal24 

Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki 
jabatan Sekretaris Daerah yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang 
menjadi unsur tim pemeriksa meliputi: \ 
a. Bupati/Walikota; dan 
b. Pejabat di lingkungan PemerintahProvinsi. 
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Paragraf 3 
Pelaksanaan Pemeriksaan· , 

Pasal25 

(1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplindilakukan secara tertutup melalui tatap 
muka langsung maupun secara virtual. . 

(2)' PNS yang diperiksa wajib menjawab segala perta:n.yaan yang diajukan oleh 
atasan langsung atau tim pemeriksa. 

(3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan 
digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin~ 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan 
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yangbersangklltan. 

(5) Dalam hal PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksudpada ayat . (2) 
mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan 
penjatuhan Hukuman Disiplin. 

Pasal26 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung 
PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, 
atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara 
Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa. 

(2) Dalam hal menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan 
Hukuman Disiplin kepada PNS terse but merupakan kewenangan atasan 
langsung PNS yang bersangkutan,. maka atasan langsung wajib 
menjatuhkan Hukuman Disiplin. 

(3) Dalam hal menurut· hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan 
Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan pejabat 
yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki 
disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. 

(4) . Format berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal27 

(1) Dalam hal pada berita acara pemeriksaan terdapat informasi atau 
keterangan yang dianggap tidak sesuai, maka PNS yang diperiksa harus 
memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib 
memperbaikinya. 

(2) Dalam halPNS yang diperiksa tidak bersediamenandatangani berita acara 
pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh 
pemeriksa dengan memberikan keterangan bahwa PNS yang diperiksa 
tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. 
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(3) Serita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang 
diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dijadikan sebagai 
dasar untuk menjatuhkan Hukunlan Disiplin. . . 

PasaI 28 

PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara·pemeriksaan. 

Pasal29 

(1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan danjatau unit yang mempunyai 
tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan 
pemeriksaan danjatau pertimbangan untuk melengkapi berita acara 
pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang 
diduga melakukan Pelanggaran Disiplin. 

(2) DaIam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi 
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, 
maka atasan larigsung atau tim pemeriksa wajih berkoordinasi dengan 
aparat pengawas intern pemerintah. 

(3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat 
pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina 
Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. 

Pasal30 

Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang 
menyangkut Hukuman Disiplin bersifat rahasia. 

Paragraf4 
Pembebasan Sementara 

Pasal31 

(1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran 
Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat 
dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak 
yang bersangkutan diperiksa. 

(2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya 
tugas kedinasan. 

(3) Pembebasan sementara d8ri tugas jabatannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman 
Disiplin. . ... 

(4) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ·clibebaskan sementara 
dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian. 

(5) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), tetap Masuk Kerja dan diberikanhak-hak 
kepegawaiannya sesuai denganketentuan peraturan. perundang­
undangan. 
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(6) Dalarn hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, 
maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh 
pejabat yang lebih tinggi. . 

(7) Format keputusan mengenai pembebasan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn larnpiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABVI 
PENJATUHAN, PERTIMBANGAN, PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN 

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 

-Bagian Kesatu 
Penjatuhan 

Pasal32 

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25, 
Pasal 26 dan Pasal 27, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan 
Hukuman Disiplin. 

(2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 
pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang 
melakukan Pe1anggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan 
berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan 
datang. 

Pasal33 

(1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang 
Menghukum wajib: 

a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan; 
b. memerhatikan dengan seksarna latar belakang atau faktor-faktor yang 

mendorong seorang PNS melakukan Pe1anggaran Disiplin; 

c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalarn penjatuhan 
Hukuman Disiplin; dan 

d. menilai darnpak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang 
dilakukan. 

(2) Dalarn keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disebutkan Pe1anggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 

(3) Dalarn hal terdapat PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang 
jenisnya sarna narnun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong 
serta darnpak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang 
Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda. 

(4) Dalarn hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, 
kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat 
yang lebih tinggi. 
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Pasal34 

PNS yang mendudukiJabatan Fungsional yang melalrukan Pelanggaran 
Disiplin berat dan dijatUhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlakti ketentuan sebagai 
berikut: 

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendahdim.akriaisebagai penurunan 
jenjang jabatan setingkat lebih rendah; 

b. dalam haI Jabatan Fungsionalmemilikijenjang keahliandan keterampilan, 
maka penurunanjabatan setingkatlebihrendah bagiPNS yang menduduki 
Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dimaknaisebagai penurunan 
jabatan menjadi Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia; 

c. dalam hal suatu Jabatan Fungsionalhanya n~emi1iki Kategori Keahlian, 
maka PNS yang menduduki Jabatan Fungsionrujenjang AhliPertamayang 
dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam 
Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat leblll rendah dari 
jabatan· semula; ..• 

d. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Kategori Keterampilan 
dengan jenjang terendah yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan 
dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas 
jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan seniula; dan 

. e. PNS yang menduduki Jabatan Fungsionru jenjang Ahli Madya yang dijatuhi 
Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkatlebih rendah 
selama 12 (dua belas) bulan, maka batas cusia pensiunnya mengikuti 
jabatan terakhirsetelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin .. 

Pasal35 

Dalam hal PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi Hukuman Disiplin 
yang bukan menjadi kewenangan Pejabat yang Berwenang Menghulruni, maka. 
Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian padainstansi induknya disertaiberita 
acara pemeriksaan.· . 

(1) 

(2) 

Pasal36 

PNS yang diduga melaktikan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang 
dilaktikan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang­
undanganpidana, tetap dapatdilalrukan pemanggilan, pemeriksaan, dan. 
penjatuhan Hukuman Disiplin. ' 
Dalam hal PNS· yang terindikasi .melanggar . ketentuanperaturan 

. perundang-undanganpidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang 
mengakibatkan pemberhentian tidakdengari hormatmenurutperaturan 
perundang-up.dangan, makaprosespenjatuhan Hukuman . Disiplin 
menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum· tetap.·· 
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Bagian Kedua 
Pertimbangan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal37 

(1) Dalam .. menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang 
Menghukum .harus rnernpertimbangkan kesesuaian jenispelanggaran 
dengan Hukuman Disiplin dan darnpak dari Pelanggaran Disiplin. , 

(2) . Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rnelakukan 
beberapa- Pelanggaran Disiplin, maka kepada'PNS yang bersangkutan 
hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah 
mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. 

(3) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudianmelakukan, 
Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sarna, kepadanya dijatuhi Hukuman 
Disiplin yang lebih berat dariHukuman Disiplin terakhir yang pernah· 
dijatuhkan kepadanya; ,. " 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 'berlaku bagi 
Pelanggaran Disiplin tidak Masuk KeIja dan'menaatijaril kerja. 

(1) , 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal38 

Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS ,yang berupa penurunan ' 
jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan. 
Penjatuhan Hukumail Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mernpertimbangkan fonnasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang 
bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentllkan. . 
Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklatijutioleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian dengan menetapkan .keputusan.· pengangkatan 
dalam jabatan. 
PNS yang dijatuhi HukUman Disiplinberupapenurunan jabatan setingkat 
lebih rendahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan ' 
jabatan sesuai .dengan jabatan baru yang didudukinya. , 

. " 

Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa ,penurunan jabatan ' 
setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan~' maka PNS yang 
bersangkutan tidak serta merta kembalikepada jabatan yang seinula 
didudukinya. 

1 

Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau 
jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentUan 'peraturan perundang-
undangan. 

Pasa139 

(1) PNS yang telah selesaimenjalani HukUman. Disiplin berupa pen~nan 
_ jabatan setingkat Iebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian 

diangkat druamjabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajibdilantik 
dan diambil' sumpahfjanjinya; 
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(2) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah' 
bagi PNS yang mendudUki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas 
jabatan setingkatlebih rendah darikelas jab~tanyang didudukinya. ' 

Pasal40 

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan' dari' jabatannya 
menjadijabatan Pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Penjatuhan HukumanDisiplin sebagaimana 'dimaksudpada ayat(l) 
mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian' kornpetensiyang 
bersangkutan dengan persyaratan jabatan yangditentukan. . 

(3) Hukuman Disiplin yang berupa pernbebasan dari jabatannya rnenjadi 
jabatan' Pelaksana sebagairnana dirnaksud pada. ayat, (1) 'wajib 
ditindaklanjuti oleh' Pejabat Pembina Kepegawaian dengan rnenetapkan 

, keputusan pengangkatan dalam jabatan. 

PasaI 41 

(1) PNS yang dijatuhi Hulrurnan Disiplin berupa pernbebasan darijabatannya ' 
rnenjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulansebagaimana 
dimaksud dalam .Pasal 40 diberikantunjangan jabatan sesuai, dengan 
jabatan baru yang didudukinya. ' 

(2) , Setelah rnenjalani Hukuman Disiplin pernbebasan darijabataIlnya rnenjadi 
JabatanPelaksana selama 12 (dua belas) bulan, rriaka PNS sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) tidak serta rnerta kernbali kepada jabatan yang 
semula didudukinya. ' 

(3) Mekanisrne untuk duduk kernbali ke jabatan yang semula, setingkat, atau 
jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

'(4) PNS yang telah selesai rnenjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan 
dari jabatannya rnenjadi Jabatan Pelaksana se1ama 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian diangkat dalam jabatan 
semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantikdandiambil sumpah/ 
janjinya; 

Pasal42 

Hukuman disiplin yang berupa pernbebasan darijabatannya menjadi Jabat8n 
Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang rnenduduki Jabatan 
Pelaksana rnerupakan penurunan kelas jabatan, ke dalam kelas jabatan 
terendah. 

(1) 

, . 

. Paragraf 2 , . , ,". 
BadanPertirnbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin 

" " ' 

Pasal43 

Dalam rangka rnenjamin objektivitaspenjatuhan HUlrumanDisiplin 
tingkat sedang dan tingkat berat,dibentuk BPPHD. 
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(2) BPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan; 
c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum; 

d. Inspektur Daerah; 
e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

kepegawaian; 
f. Pejabat Administator pada unit keIja yang membidangi hukum; dan 
g. Pejabat Administator yang membidangi pembinaan. pegawai pada 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian. 
(3). BPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok: 

a. mengkaji, mengevaluasi dan menyidangkan setiap hukuman yang akan 
dijatuhkan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 
berdasarkan laporan Tim Pemeriksa; 

b. memberikan pertimbangankepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
dalam menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

(4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPPHD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dibentuk Sekretariat. 

(5) Susunan organisasi dan rincian tugas BPPHD ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

. Paragraf3 
Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan 

Pasal44 

(1) BPPHD memberikan pertirobangan penjatuhan Hukuman Disiplin 
berdasarkan laporan Tim Pemeriksa. . 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tahapan: 
a. pengkajian; 
b. evaluasi; dan 
c. sidang. 

Pasal45 

Tahapan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a 
dilakukan dengan mengkaji hasil .pemeriksaan yangdisampaikan oleh Tim 
Pemeriksa. 

Pasal46 

Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44ayat (2) huruf b 
dilakukan dengan mengevaluasi hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal41. 
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Pasal47 

(1) Tahapan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c 
dilakukan- setelah tahap pengkajian dan evaluasi. . 

(2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila 
dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 3 (tiga) orang. 

(3) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan musyawarah mufakat. 

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak tercapai, pengambilan keputusan ditentukan dengan suara 
terbanyak. 

(5) Keputusan BPPHD bersifat kolektif kolegial. 

Pasal48 

(1) Hasil pertimbangan BPPHD disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian 
paling lamb at 7 (tujuh) hari keIja setelah hasil sidang BPPHD diputuskan. 

(2) Hasil Pertimbangan BPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai 
bahan pertimbangan lebih Ian jut. 

(3) Hasil pertimbangan BPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
menguatkan, memberatkan atau meringankan jenis hukuman 
berdasarkan hasi1laporan Tim Pemeriksa. 

(4) Hasil pertimbangan BPPHD sebagaimana dimaksud padaayat (3) sebagai 
dasar penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang dan tingkat berat. 

Bagian Ketiga 
Penetapan 

Pasal49 

(1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan 
Pejabat yang Berwenang Menghukum. . .. 

(2) Format keputusan mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin· sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

Bagian Keempat 
Penyampaian Keputusan 

Pasal50 

(1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagrumana dimaksud dalam 
Pasal 49 dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat 
lain yang ditunjuk. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)· memanggil secara tertulis 
PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan 
Hukuman Disiplin. . 
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(3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat 
yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS 
yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain 
yang terkait. 

(4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya 
diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabatyang 
menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait. 

(5) Penyampaian keputusan Hukuman· Disiplin dilakukan paling 
lambat 14 (empat belas) hari keIja sejak keputusan Hukuman Disiplin 
ditetapkan. 

(6) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat 
penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin 

, dikirim kepada yang bersangkutan. 
(7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dilakukan paling lamb at 3 (tiga) hari keIja terhitung sejak tanggal 
penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5). 

BAB VII 
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal51' 

Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut 
berlaku. 

Pasal52 

(I) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari keIja ke-15 (lima belas) 
sejak keputusan diterima. 

(2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat 
penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin 
berlaku pada hari keIja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal 
diterimanya keputusan HUkuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS 
yang bersangkutan. 

(3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik 
berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan: 
keputusan Upaya Administratifnya. 

(4) Upaya Administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur 
mengenai Upaya Administratif. 

BABVIII 
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal53 

(I) Keputusan Hukuman Disiplin didokumentasikan oleh pejabat pengelola 
kepegawaian pada Perangkat Daerah PNS bersanglrutan. 
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.... . . 16 . . 

Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian daiam pembinaan 
PNS yang bersangkutan. 
Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen 
pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait 
dengan Pelanggaran Disiplin, diunggahke dalam sistem yang terintegrasi 
dengan ·Sistem Informasi ASN. 

BABIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal54 

(1) Penurunanjabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tingkat/ 
eselonisasi. 

(2) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi 
Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah 
selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi 
Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi 
sesuai dengan ketentuan peratui-an perundang-undangan. 

(3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat· 
1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi 
Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah 
selama 12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia 
lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator. 

(5) Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi 
Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan 
pengambilan sumpahfjanji. 

(6) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi 
Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan 
Pelaksana selarna 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima 
puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan 
dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana. 

(7) Dalarn hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin 
berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selarna 12 (dua belas) 
bulan. atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana 
selarna 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan 
dan kesesuaian kompetensinya. 
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Pasal55 

(1) PNS yang seda.i1g menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat 
berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan 
pangkatnya. 

(2) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan 
Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin .. 

(3) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan 
kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin 
yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya 
dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman 
Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya. 

(4) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan 
kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman· Disiplin 
yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan . hams menjalani 
Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai 
dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan 
kepadanya.· , . 

(5) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya ke dalam 
jabatan yang bam ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 

Pasal56 

(1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang meinpunyai 
tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan 
pemeriksaan danl atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara 
pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang 
diduga melakukan Pelanggaran Disiplin. . 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi 
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, 
maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajih berkoordinasi dengan 
aparat pengawas intern pemerintah. 

(3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat 
pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina 
Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. 

Pasal57 

(1) Apabila PNS masih menjalani Hukuman Disiplin karena' melanggar 
kewajiban Masuk KeIja dan tidak menaati ketentuan jam keIja dan 
melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang 
,bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat d8? sisa hukuman yang 
hams dijalani dianggap selesai dan berlanjutdengan Hukuman Disiplin 
yang bam ditetapkan. 

(2) Pelanggaran' terhadap kewajiban Masuk KeIja dan menaati ketentuan jam 
keIja dihitung secara kUmulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu 
mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang 
bersangkutan. 
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Pasal58 

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan 
Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan UpayaAdministratif, tidak dapat 
disetujui untuk pindah instansi. 

Pasal59 

(1) Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku untuk calon 
PNS. 

(2) Calon PNS yang dijatiIhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat 
berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan 
diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri sebagai cal on PNS sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal60 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. BPPHD yang telah terbentuk sebelum Peratur~ Bupati iniberlaku harus 

disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;' 
b. Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan 

Bupati ini dan sedang dijalani oleh PNS yang' bersangkutan dinyatakan 
tetap berlaku; 

c. Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan 
Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan 
dalam Peraturan Bupati ini; 

d. Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetapberlaku 
dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam PeratUran Bupati ini; 

e. penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa: 
1. pemotongan Tunjangan KineIja sebesar 25% (dua puluh lima persen) 

. selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa 
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

2. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin 
berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 

3. pemotongan Tunjangan KineIja sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
selama 12 (dua be1as) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin 
berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun; 

sampai dengan peraturan peruridang-undangan yang mengatur mengenai 
gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku. 
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BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal61 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai be rlaku , Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 13) 
die abut dan dinya akan . dak berlaku. 

Pasal 62 

Pera u ra Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ag setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe a turan 
Bup ti fil dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ka up ten 
Tasikmalaya. 

&~"Y~.&I ZEN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHU 2022 NOMOR 155 



LAMPIRAN 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
154;. TAIIDlf ~ 

TATA· CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

A. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA 

RAHASIA 

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA 
NOMOR: ... 

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan·oIeh Sdr .... NIP .... 
jabatan ... , maIm perlu dilakukan pemeriksaan. . 

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau 
berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari : 
a. Atasan Langsung : 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

b. Unsur Pengawasan : 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

c. Unsur kepegawaian: 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

d. Pejabat lain yang ditunjuk: 
Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Tembusan yth.: 
1. 
2 .... 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

JABATAN 

Ttd. 

NAMA 
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B. FORMATSURAT PANGGILAN 

RAHASIA 
SURAT PANGGILAN 1/11 *) 

NOM OR : .................. ~ ..................... .. 

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara : 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit KeIja ................................................................. . 

untuk menghadap kepada: 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Pada: 
Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat 

untuk eliperiksal dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan 
1 eli . lin **} pe anggaran Slp .............................. . 

2. Demikian untuk dilaksanakan . 

Tembusan yth.: 
1. 
2 .... 

*) Coret yang tidak perIu. 

............................. . ,' ............................ . 
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*) I 

NAMA 
NIP 

**) Pelanggaran elisiplin yang eliduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 
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C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

RAHASIA 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
NOMOR: ..............• 

Pada hari ini .......... tanggal .... bulan ....... tahun ...... sayaj TimPemeriksa yang 
terdiri dari*) : 
1. Nama 

NIP 
Pangkat 
Jabatan 

2. Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

3. Dst. 

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Tasikmalaya 
Nomor: .................... Tanggal ..................... *) telah melakukan pemeriksaan 
terhadap: 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit KeIja 

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan Pasal .... ,ayat .... , huruf .... , angka .... , Peraturan Pemerintah 
Nomor 94 Tahun 2021 teritang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
1. Pertanyaan 

................••....•...................•..•.•...............•.•.......•.......•...•....................... 
Jawaban 
•....•...........................•........•........•....................................•.........•........... 

2. Pertanyaan 
, ' .........................................•..•........•........................................................ 

Jawaban 
.............................................................................................................. 

3. Dst. 
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

Yang Diperiksa . 
Nama: 
NIP 
Tanda Tangan: 

)* Coret yang tidak perIu 

. ................... , ................................. . 

Nama Pejabat yang Memeriksa/Tim 
Pemeriksa)* 
Nama: 
NIP 

Nama: 
NIP 
Tanda Tangan: 
Dst. 



r _______ ~_~~~~ __ ~~_~ ________________ _____,.---------------
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D. FORMAT HASIL PEMERIKSAAN 

.................................. , ..................... . 
Kepada yth. 

di ........................................... . 

RAHASIA 

Dengan ini dilaporkan dengan honnat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 
pada hari .................. , tanggal ............... , bulan ................... , tahun 
.................... , saya/TimPemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap: 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit KeIja 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut: 
Bentuk Waktu Tempat Faktoryang Faktoryang Dampak 
Pelanggaran Memberatkan Meringankan Perbuatan. 

. . . . 
1. Yang bersanglrutan terbukti melakukan pelanggaran diSlplin 

... :.: ... : ...................... , sehinggadirekomendasikan untuk dijatuhi Hukuman 
DlSlplin .................................................................................................. . 

2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut 
diatas merupakan kewenangan ............................................... **). -

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan 
terhadap PNS yang bersanglrutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan 
penjatuhan Hukuman Disiplin. 
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagainiana mestinya. 

Tembusan Yth.: 
1. 
2. 

*) Coret yang tidak perIu. 

Yang ·melaporkan . 
. (Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa) *) 

NAMA ....... ~ ................................... . 
NIP .......................................... . 

**) Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum. 



5 

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS 
JABATANNYA 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

RAHASIA 

KEPUTUSAN .................... :. 
NOMOR: .................... . 

TENTANG 

bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr . 
.......................................... , NIP ................ , .................... . 
atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ....... , 
ayat ....... , huruf ....... , angka....... **, Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa 
hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan 
Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas 
Jabatannya; 

1. .. ..... , 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun' 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
4. . ........ ; 
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6 .......... , 

MEMUTUSKAN: 

1. .. ......... 
2. 

Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara: 
Nama . 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

terhitung mulai tanggal .................... , sampai 
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang 
bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang 
melanggar ketentuan Pasal .... , ayaL ... , huruf .... , angka 
.... , Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas 
jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, 
kepada Sdr. .. .................................... , tersebut tetap 
diberikan' hak':'hak kepegawaiannya sesuai ketentuan 
peraturan'perundang-undangan. 



KETIGA 

KEEMPAT 
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Atasan langsungjPejabat yang 
Lebih Tinggi 

NAMA 
NIP 

Diterima tanggal ........ . . .. .. . . 

AMA 
NIP 

T m usan yth. : 
l. 
2 . ... 

A SIKMALAYA , 
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